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Abstract : Risk management is an activity to identify, assess, and formulate risk 
priorities proactively with the aim of eliminating or minimizing the impact of risk, 
as well as an effort to improve the quality and patient safety purposes. Secondary 
data shows that the Pharmacy Installation of Tugurejo Hospital Semarang 
consists of high-risk services. The study aims to analyze the implementation of 
risk management at Pharmacy Installation of Tugurejo Hospital Semarang. 
Research variables are context establishment, risk assessment, risk treatment, 
monitoring and review, and communication and consultation. This research is a 
qualitative descriptive study using in-depth interviews and document review. The 
results of the study show that risk management in the Pharmacy Installation of 
the Tugurejo Regional General Hospital is still ineffective based on ISO 31000: 
2009 standard anylisis. Researcher found incongruity in the studied variables 
which are generally caused by weak communication and consultation and also 
weak monitoring and review which only focused on the risk treatment stage when 
it is supposed to be done at all stages of risk management. Recommended that 
Pharmacy Installation should improve internal communication and hospital 
management should be to be more committed in providing feedback and 
monitoring the risk management sustainability in the work unit. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan 
institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat.1    

World Health Organization 
(WHO) memperkirakan 1 dari 10 
pasien rumah sakit di negara 
berpendapatan tinggi dirugikan 
selama mendapat pelayanan rumah 
sakit. Kerugian dapat diakibatkan 
oleh berbagai macam insiden atau 
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).2 
Hal ini salah satunya dipengaruhi 
oleh kompleksitas organisasi 
pelayanan kesehatan yang melebihi 

industri lainnya sehingga 
meningkatkan potensi terjadinya 
kesalahan dan juga meningkatkan 
kerumitan organisasi untuk 
menghindarinya.3 Dalam Pasal 43, 
UU RI Nomor 44 Tahun 2009, 
pemerintah mewajibkan rumah sakit 
untuk menerapkan standar 
keselamatan pasien. Hal ini 
diwujudkan dengan 
diselenggarakannya program 
manajemen risiko. Selain 
berkontribusi pada keselamatan 
pasien, manajemen risiko juga 
merupakan wujud penerapan prinsip 
good corporate governance.4  

The Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare 
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Organizations (JCAHO) 
mendefinisikan manajemen risiko 
sebagai pengidentifikasian, 
penilaian, dan penyusunan prioritas 
risiko secara proaktif dengan tujuan 
untuk meniadakan atau 
meminimalkan dampaknya. Adapun 
tujuan dari pelaksanaan manajemen 
risiko oleh lembaga akreditasi rumah 
sakit seperti Komite Akreditasi 
Rumah Sakit (KARS) dan juga Joint 
Commission International (JCI) 
dituangkan ke dalam standar 
akreditasi yang mereka terbitkan 
yaitu dalam standar Peningkatan 
Mutu dan Keselamatan Pasien 
(PMKP) dan Quality Improvement 
and Patient Safety (QPS) yang 
menyatakan bahwa program 
manajemen risiko digunakan untuk 
mengidentifikasi risiko dalam rangka 
mengurangi KTD serta risiko lain 
yang mengancam keselamatan 
pasien dan staf.6,7 

Permenkes No.72 Tahun 
2016 menyebutkan bahwa setiap 
pemangku kepentingan di rumah 
sakit harus mendukung penerapan 
Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Rumah Sakit. Berdasarkan standar 
ini, apoteker dalam melaksanakan 
kegiatan Pelayanan Kefarmasian 
harus mempertimbangkan faktor 
risiko yang terjadi yang disebut 
dengan manajemen risiko. Adapun 
manajemen risiko di Instalasi 
Farmasi dilakukan pada kegiatan 
yang bersifat manajerial berupa 
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 
Pakai dan kegiatan pelayanan 
farmasi klinik.10   

Rumah Sakit Umum Daerah 
Tugurejo Semarang merupakan 
rumah sakit kelas B pendidikan milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
dan sudah terakreditasi KARS 
paripurna sehingga sudah 
menjalankan manajemen risiko 
dalam rangka pencapaian sasaran 

keselamatan pasien. Manajemen 
risiko ini salah satunya dilaksanakan 
di unit kerja terkecil seperti Instalasi 
Farmasi.  

Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan didapat bahwa 
Instalasi Farmasi RSUD Tugurejo 
Semarang memiliki total risiko 
ekstrim terbanyak dibandingkan 
dengan unit kerja lainnya di rumah 
sakit, risiko yang ada juga tiap 
tahunnya cenderung mengalami 
peningkatan dimana pada tahun 
2016 teridentifikasi sebanyak 11 
jenis risiko, lalu pada tahun 2017 
teridentifikasi sebanyak 18 risiko dan 
pada tahun 2018 meningkat menjadi 
35 risiko. Selain itu, setelah 
dilakukan perlakuan risiko terhadap 
35 risiko yang ada di Instalasi 
Farmasi, sebanyak 17 risiko tidak 
mengalami perubahan grade risiko. 
Pada 17 risiko yang tidak mengalami 
perubahan, terdapat risiko yang 
tergolong grade ekstrim, artinya 
perlakuan yang diberikan masih 
belum cukup efektif untuk 
menurunkan grade risiko yang ada. 
Selain itu, 1 risiko justru mengalami 
peningkatan grade pada risiko yang 
awalnya memiliki grade rendah, 
setelah mendapatkan perlakuan 
justru digolongkan pada risiko grade 
sedang. Oleh karena itu, penting 
untuk dilakukan peninjauan tata 
laksana manajemen risiko di 
Instalasi Farmasi berdasarkan 
dengan panduan standar ISO 31000 
berkaitan dengan proses 
manajemen risiko.  
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian yang bersifat 
kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif analitik.  

Objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan manajemen risiko di 
Instalasi Farmasi RSUD Tugurejo 
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Semarang yang meliputi penentuan 
konteks, asesmen risiko, perlakuan 
risiko, monitoring dan review, serta 
komunikasi dan konsultasi. 

Subjek penelitian adalah 5 
orang informan yang ditentukan 
dengan teknik purposive sampling. 
Informan utama dalam penelitian ini 
adalah Kepala Instalasi Farmasi dan 
Penanggung Jawab Manajemen 
Risiko dari Komite Mutu, 
Keselamatan dan Kinerja. 
Keabsahan data dilakukan dengan 
teknik triangulasi yaitu dengan 
adanya triangulasi sumber. Informan 
triangulasi dalam penelitian ini 
adalah 3 koordinator yang bekerja di 
Instalasi Farmasi yaitu Koordinator 
Rawat Jalan, Koordinator Rawat 
Inap dan Koordinator Logistik 
Farmasi. Informan utama pada 
penelitian ini juga memiliki peran 
sebagai informan triangulasi.  

Pengumpulan data penelitian 
dilakukan dengan wawancara 
mendalam dan observasi lapangan 
serta telaah dokumen berdasarkan 
data sekunder yang didapat selama 
penelitian berlangsung.  

Pada penelitian ini peneliti 
merupakan instrumen penelitian itu 
tersendiri. Peneliti bertindak sebagai 
perencana, pelaksana, pengumpul 
data, analisis, penafsir data dan 
pelapor hasil penelitian.23 Peneliti 
menggunakan pedoman wawancara 
terbuka dan menggunakan alat 
bantu berupa lembar observasi, 
buku catatan, alat perekam suara 
dan kamera untuk 
pendokumentasian.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Penentuan Konteks 

a. Konteks Eksternal  
Manajemen risiko di Instalasi 

Farmasi sudah berjalan berdasarkan 
regulasi seperti UU No.44 Tahun 
2009 dan elemen standar akreditasi 

KARS mengenai Peningkatan Mutu 
dan Keselamatan Pasien, terkhusus 
Instalasi Farmasi hal ini sudah diatur 
dalam Permenkes No.72 Tahun 
2016 tentang Standar Pelayanan 
Kefarmasian. 

Stakeholder yang terlibat dalam 
pelayanan farmasi cukup beragam 
dan luas, tergantung pada 
pelayanan yang diberikan. Farmasi 
Rawat Jalan contohnya,  
mengkoordinasikan pelayanan 
kefarmasian di rawat jalan, IGD dan 
IBS sedangkan Farmasi Rawat Inap 
mengkoordinasikan pelayanan 
farmasi di bangsal. Farmasi Logistik 
merupakan tim yang berkoordinasi 
dengan stakeholder yang lebih luas 
seperti Unit Layanan Pengadaan 
(ULP), distributor, dll. Ragam dan 
kompleksitas pelayanan farmasi ini 
menyebabkan Instalasi Farmasi 
pada dasarnya merupakan 
pelayanan yang berisiko tinggi. 

 
b. Konteks Internal 
Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan, didapatkan bahwa 
penunjukan penanggung jawab 
manajemen risiko di unit kerja 
merupakan bentuk perpanjangan 
tangan PJ Manajemen Risiko rumah 
sakit untuk melaksanakan kegiatan 
manajemen risiko di unit-unit terkecil 
dalam lingkup rumah sakit. 
Berdasarkan hasil wawancara, 
Kepala Instalasi Farmasi merupakan  
pemegang risiko di instalasinya. 
Kepala Instalasi Farmasi dalam 
menjalankan tugasnya berkoordinasi 
dengan 3 orang koordinator yaitu 
Koordinator Rawat Jalan, 
Koordinator Rawat Inap dan 
Koordinator Logistik. Hambatan 
yang ada saat ini adalah penunjukan 
Kepala Instalasi Farmasi masih 
belum disertai dengan penerbitan 
SK Direktur resmi terkait manajemen 
risiko. Apabila dikaitkan dengan 
temuan penelitian ini, maka belum 
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adanya Surat Keputusan resmi 
dalam pemberian mandat Kepala 
Instalasi Farmasi sebagai pemegang 
risiko di instalasinya dapat 
menimbulkan ketidakjelasan peran 
dan tanggung jawab seorang 
pemegang risiko unit kerja. Selain 
itu, pelatihan manajemen risiko yang 
diadakan pihak manajemen rumah 
sakit untuk seluruh staf rumah sakit 
hanya berjalan sekali diawal 2014 
saat rumah sakit akan menghadapi 
akreditasi. Dalam 
keberlangsungannya, Koordinator 
tidak pernah mendapat refresh 
materi kembali terkait manajemen 
risiko dan tidak mendapat sosialisasi 
dari staf yang mengikuti pelatihan 
yang jumlahnya dibatasi. 

 
c. Konteks Manajemen 

Risiko 
Manajemen risiko di Instalasi 

Farmasi diawali dengan kegiatan 
penyusunan daftar risiko. Dalam 
menyusun daftar risiko ini, terdapat 
Panduan Manajemen Risiko yang 
diterbitkan pihak rumah sakit agar 
seluruh unit kerja menyusun daftar 
risiko berdasarkan panduan yang 
diberikan. Namun terdapat 
hambatan dimana pada tahun ini 
terdapat revisi panduan yang 
berakibat pada perevisian daftar 
risiko yang telah terkumpul dari unit 
kerja ke KMKK. Adapun daftar risiko 
yang mengalami perevisian 
mengalami salah pewarnaan band 
yang mengakibatkan misinterpretasi 
data karena adanya tingkat 
kegawatan risiko yang tidak sesuai.  

 
d. Konteks Kriteria Risiko 
Kriteria risiko yang digunakan 

Instalasi Farmasi sudah mengacu 
pada Panduan Manajemen Risiko 
yang diterbitkan rumah sakit dan 
sejauh ini kriteria risiko yang ada 
sudah dapat menggambarkan dan 

mengidentifikasi risiko-risiko yang 
ada.  
Berdasarkan pemaparan hasil pada 
variabel penentuan konteks, didapat 
bahwa masalah pada umumnya 
disebabkan oleh kurang berjalannya 
komunikasi yang efektif antara pihak 
manajemen dan staf Instalasi 
Farmasi terkait manajemen risiko. 
Sebagai contoh, pada konteks 
manajemen risiko, daftar risiko yang 
sudah direvisi tidak dikomunikasikan 
kembali kepada unit kerja sehingga 
saat tidak terjadi kesalahan, 
masalah tidak dapat dideteksi 
karena tidak ada cross check ulang. 
Selain itu, pada tahapan ini tidak 
dijalankan fungsi monitoring yang 
berarti. 

 
2. Asesmen Risiko 

Pada akhir tahapan asesmen 
risiko, Instalasi Farmasi berhasil 
menyusun daftar risiko Instalasi 
Farmasi Tahun 2018. Adapun 
tahapan dalam asesmen risiko 
adalah : 

 
a. Identifikasi Risiko 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan informan, 
didapatkan bahwa identifikasi risiko 
di Instalasi Farmasi dilakukan 
dengan melakukan pemetaan risiko 
di seluruh alur proses pelayanan 
Farmasi yang mengacu pada jenis 
pelayanan Farmasi yang ada dalam 
Permenkes No.72 Tahun 2016 
tentang Pelayanan Kefarmasian. 
Dalam mengidentifikasi risiko, 
Instalasi Farmasi memanfaatkan 
laporan internal seperti laporan 
indikator mutu, catatan kesehatan, 
laporan Insiden Keselamatan Pasien 
dan juga memerhatikan masukan 
yang datang dari stakeholder di 
Instalasi Farmasi seperti dokter, 
pasien dan pimpinan rumah sakit. 
Adapun teknik yang diterapkan 
Instalasi Farmasi sejauh ini sudah 
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berhasil mengidentifikasi seluruh 
risiko yang ada di Instalasi Farmasi. 

 
b. Analisis Risiko 

Analisis Risiko di Instalasi 
Farmasi menggunakan bantuan 
tools matriks grading risiko dimana 
dilakukan skoring terhadap dampak 
dan probabilitas risiko sehingga 
didapatkan besar kegawatan dari 
suatu risiko. Dalam melakukan 
analisa besar dampak dan 
probabilitas, Instalasi Farmasi 
menggunakan penelaahan laporan 
tahun lalu seperti laporan Insiden 
Keselamatan Pasien. Namun, 
selama ini pada tahapan skoring, 
koordinator kurang dilibatkan oleh 
Kepala Instalasi Farmasi. 
Penyusunan daftar risiko pada 
tahapan ini pada umumnya hanya 
dilakukan oleh satu orang. Padahal, 
matriks grading risiko merupakan 
tools yang bersifat subjektif sehingga 
apabila kurang melibatkan 
pemangku kepentingan yang 
sebetulnya mengetahui kondisi risiko 
di lapangan, dapat menyebabkan 
hasil analisis yang menjadi bias.  
 

c. Evaluasi Risiko 
Evaluasi risiko dilakukan 

untuk memprioritaskan risiko yang 
akan diberi perlakuan. Di Instalasi 
Farmasi, pemilihan risiko didasari 
oleh hasil analisis di tahap 
sebelumnya. Pada risiko yang 
memiliki tingkat kegawatan tertinggi 
dan mampu kendali maka risiko 
akan diangkat kedalam indikator 
mutu instalasi dan dilaporkan serta 
dipantau secara rutin setiap bulan 
sedangkan risiko lainnya dianggap 
dapat ditoleransi dan hanya 
dicantumkan pada review akhir 
tahun setelah mengalami perlakuan 
untuk dievaluasi oleh manajemen. 
Contohnya pada risiko yang memiliki 
tingkat kegawatan rendah dan 
sedang tidak termasuk dalam risiko 

yang akan dipantau dan dilaporkan 
secara rutin. Adapun hal ini 
dilakukan karena ada keterbatasan 
sumberdaya. 
 

3. Perlakuan Risiko 
Pada umumnya, perlakuan 

risiko yang dicantumkan pada 
daftar risiko instalasi dibagi 
menjadi penganalisisan risiko 
berdasarkan SOP sebagai 
perlakuan awal dan dilakukan 
supervisi dan sosialisasi sebagai 
bentuk rencana perlakuan lanjutan. 
Berdasarkan Standar ISO 31000, 
dalam melakukan pilihan opsi 
perlakuan risiko, penting untuk 
memerhatikan persepsi dan nilai-
nilai yang dianut oleh pemangku 
kepentingan, untuk itu harus 
dilakukan komunikasi yang 
memadai. Sedangkan dalam 
analisis perlakuan risiko ini, 
terdapat koordinator yang merasa 
bahwa rencana perlakuan yang 
dicantumkan kurang tepat 
dikarenakan kurang sesuai dengan 
kondisi aktual lapangan. 
Perbedaan pendapat ini timbul 
dikarenakan kurangnya komunikasi 
antara Kepala Instalasi Farmasi 
dengan para koordinator terutama 
dalam penyusunan daftar risiko 
Instalasi Farmasi yang 
memengaruhi pelaksanaan 
perlakuan risiko.  

Selain itu,  rencana perlakuan 
yang ada saat ini kurang ada 
kejelasan rincian mengenai waktu 
dan jadwal dalam rencana 
perlakuannya dimana hal ini akan 
berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan monitoring. Monitoring 
pada perlakuan risiko yang 
berjalan sejauh ini sudah berhasil 
melihat progress dari perlakuan 
risiko terutama pada risiko-risiko 
yang tergolong dalam indikator 
mutu instalasi dikarenakan sudah 
memiliki rencana monitoring yang 
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jelas yaitu setiap bulan diawasi dan 
dilaporkan, namun tidak terbatas 
hanya pada risiko-risiko tersebut. 

 
4. Monitoring dan Review 

a. Monitoring 
Berdasarkan hasil 

wawancara, monitoring yang 
dilakukan oleh Instalasi Farmasi 
sudah menghasilkan proses 
pembelajaran dan masukan untuk 
keberlangsungan manajemen risiko, 
serta ditemukannya risiko baru untuk 
dicantumkan pada daftar risiko 
selanjutnya. Monitoring dilakukan 
oleh Kepala Instalasi dengan 
menggelar rapat dan juga dengan 
observasi lapangan. Namun, 
monitoring yang dilakukan PJ 
manajemen risiko rumah sakit 
terhadap keberjalanan manajemen 
risiko di Instalasi masih dalam 
bentuk penelaahan laporan, tidak 
dengan melakukan pengecekan 
lapangan dikarenakan ada faktor 
beban kerja. Selain itu monitoring 
masih terfokus pada tahapan 
perlakuan risiko, dan tidak dilakukan 
pada thapan-tahapan lain dalam 
proses manajemen risiko. Padahal 
hal ini penting untuk dilakukan agar 
dapat mendeteksi permasalahan 
yang mungkin muncul pada tiap 
tahapan dan melihat perubahan 
status risiko. 

 
b. Review 

Instalasi Farmasi melakukan 
review tahunan pada risiko-risiko 
yang sudah dicantumkan di daftar 
risiko di awal tahun. Adapun 
kelemahan dari kegiatan review 
yang ada adalah tidak terdapatnya 
feedback dari KMKK terkait laporan-
laporan yang telah dibuat Instalasi 
Farmasi belum pernah mendapat 
feedback dari KMKK sehingga pada 
tahapan review, komunikasi hanya 
berjalan satu arah, yaitu dari Kepala 
Instalasi kepada KMKK. 

 
5. Komunikasi dan Konsultasi 

a. Komunikasi 
Komunikasi internal seperti 

yang telah berjalan dalam 
keseluruhan proses manajemen 
risiko sebelumnya dilakukan antara 
Kepala Instalasi Farmasi dan ketiga 
koordinator. Adapun bentuk 
komunikasi ini formal yaitu dengan 
mengadakan rapat bulanan yang 
terkadang tidak dilakukan rutin. 
Berdasarkan hasil wawancara, 
komunikasi internal di Instalasi 
Farmasi masih kurang dikarenakan 
Koordinator kurang ikut dilibatkan 
dalam tahap asesmen risiko seperti 
dalam penentuan skoring dan 
grading, lalu pada tahap perlakuan 
risiko. Kurang baiknya komunikasi 
juga dapat menimbulkan 
mispersepsi antar pihak bahwa 
manajemen risiko hanyalah 
tanggung jawab satu pihak, padahal 
manajemen risiko merupakan 
urusan semua pihak dalam 
organisasi. 

Sedangkan komunikasi 
eksternal yang dilkuakan antara 
pihak Instalasi Farmasi dengan PJ 
manajemen risiko rumah sakit 
dilakukan berdasarkan bentuk rapat 
evaluasi dan laporan rutin. Namun, 
hal ini juga masih belum berjalan 
lancar  dan berakhir pada 
komunikasi satu arah yaitu dengan 
melakukan pengumpulan dan telaah 
laporan tanpa feedback. 

b. Konsultasi 
Dalam menjalankan 

manajemen risiko, konsultasi yang 
dilakukan oleh Instalasi Farmasi 
sejauh ini dilakukan saat adanya 
rapat evaluasi akhir tahun. 
Konsultasi yang dilakukan berkaitan 
dengan permasalahan yang 
dihadapi oleh Instalasi Farmasi 
dalam menjalankan manajemen 
risiko. Dalam forum rapat tersebut, 
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Kepala Instalasi menyatakan sudah 
mendapat solusi yang diharapkan 
dari konsultasi yang dilakukan, 
seperti pengambilan keputusan 
mengenai perlakuan pada risiko 
yang sifatnya kompleks dan lintas 
bidang. 
 
KESIMPULAN  
1. Pelaksanaan manajemen risiko 

di Instalasi Farmasi RSUD 
Tugurejo Semarang masih 
belum efektif dikarenakan masih 
mengalami hambatan dalam 
tiap tahapan proses manajemen 
risiko yang pada umumnya 
disebabkan oleh kurang 
berjalannya komunikasi dan 
monitoring yang baik. 

2. Penentuan konteks sudah dapat 
menggambarkan kondisi dimana 
Instalasi Farmasi sudah 
didukung regulasi dan juga 
mendapat dukungan 
manajemen rumah sakit dalam 
melaksanakan manajemen 
risiko, namun sifat 
pelayanannya yang beragam 
dan melibatkan banyak 
stakeholder menyebabkan 
instalasi selalu memiliki banyak 
risiko yang kompleks ditangani. 

3. Asesmen risiko sudah berhasil 
menghasilkan daftar risiko 
dengan menjalankan 
identifikasi, analisis dan evaluasi 
risiko sudah berjalan baik, 
namun penyusunan daftar risiko 
masih didominasi satu pihak 
dan koordinator kurang 
dilibatkan untuk berdiskusi. 
Padahal tools yang digunakan 
memiliki subjektivitas yang 
tinggi. 

4. Perlakuan risiko masih belum 
berhasil menurunkan tingkat 
kegawatan beberapa risiko 
dikarenakan kompleksitas dari 
rencana perlakuan tersebut.  

5. Monitoring dan review hanya 
berjalan pada perlakuan risiko 
dan masih belum efektif 
dikarenakan monitoring hanya 
berdasarkan laporan rutin dan 
rapat akhir tahun serta belum 
pernah diterimanya feedback 
oleh Instalasi Farmasi.  

6. Komunikasi masih tergolong 
kurang berjalan baik, bagi 
internal Instalasi Farmasi 
maupun dari unit kerja terhaap 
KMKK, namun konsultasi sudah 
berjalan dan menghasilkan 
solusi. 

 
SARAN 
1. Meningkatkan komunikasi 

internal antara Kepala Instalasi 
Farmasi dengan Koordinator.  

2. Menyusun rencana perlakuan 
risiko yang lebih rinci dengan 
menyertakan jadwal dan waktu 
perlakuan risiko sehingga 
perlakuan risiko pada seluruh 
risiko di Instalasi Farmasi dapat 
diselesaikan secara sistematis 
dalam kurun waktu setahun. 

3. Meningkatkan komunikasi 
antara Komite Mutu, 
Keselamatan dan Kinerja 
dengan unit kerja. 

4. Peningkatan fungsi monitoring 
agar tidak hanya pada tahap 
perlakuan risiko, tetapi juga 
memantau apabila Instalasi 
Farmasi sudah tepat dalam 
melakukan asesmen risiko di 
instalasinya. 

5. KMKK melakukan feedback 
pada setiap laporan yang 
diberikan Instalasi Farmasi 
sehingga instalasi dapat 
melakukan perbaikan dan 
mengetahui mutu unit kerjanya. 

6. KMKK melakukan advokasi 
terhadap Direksi untuk 
menerbitkan Surat Keputusan 
terkait penunjukan penanggung 
jawab manajemen risiko yang 
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berada di tingkat unit/instalasi 
untuk melaksanakan 
manajemen risiko di unitnya 
masing-masing. 
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